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MOTTO 

 

"Menuntut ilmu adalah perjalanan pengabdian; setiap pengetahuan yang 

diperoleh adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah 

SWT." 

 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas segala limpahan 

rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tidak pernah terputus kepada hamba-Nya. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, 

suri teladan umat manusia, yang telah menghadirkan cahaya ilmu dan peradaban, 

menuntun manusia dari gelapnya kebodohan menuju terang pengetahuan. 

Dengan izin, kehendak, serta ridha-Nya, karya ilmiah berupa tesis ini akhirnya dapat 

terselesaikan, meskipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun 

demi perbaikan di masa mendatang. 

Karya ini kuperuntukkan dengan sepenuh ketulusan kepada orang-orang yang 

kucintai dan kusayangi. Terutama kepada keluarga yang sangat kucintai, istri tercinta 

dan anak-anak tersayang yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, penyejuk hati, 

serta alasan untuk terus melangkah di tengah lelah dan perjuangan. Doa, cinta, dan 

dukungan mereka adalah cahaya yang tidak pernah padam dalam setiap proses yang 

dilalui. 

Karya ini juga disusun dengan penuh doa dan kerinduan yang tak bertepi kepada 

almarhum kedua orang tua serta almarhum kedua mertua, yang jasanya tidak akan 

pernah tergantikan, yang kasih sayangnya senantiasa hidup dalam ingatan, serta yang 

doanya semoga selalu menjadi penerang perjalanan hidup ini, baik di dunia maupun 

di akhirat. 

Mereka yang namanya senantiasa hidup dalam setiap doa, yang kehadirannya 

menjadi kekuatan dalam diam, serta yang tanpa lelah mengiringi setiap langkah 

dengan kasih, doa, dan harapan yang tidak pernah padam. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini mengkaji problematika hukum keberadaan kotak kosong dalam 

Pilkada sebagai implikasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang merespons 

fenomena calon tunggal. Putusan tersebut memperbolehkan Pilkada tetap dilaksanakan 

meskipun hanya terdapat satu pasangan calon dengan menghadirkan mekanisme kotak 

kosong sebagai alternatif pilihan, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 54C UU Nomor 

10 Tahun 2016. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan kasus, dengan fokus pada dua isu utama: efektivitas putusan 

MK dalam mengatasi problem calon tunggal, serta konsekuensi yuridis kemenangan 

kotak kosong terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut memberikan 

kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan Pilkada serta perlindungan hak pilih 

warga negara. Namun, putusan ini belum menyentuh akar masalah munculnya calon 

tunggal, seperti dominasi partai politik, tingginya ambang pencalonan, dan lemahnya 

kaderisasi politik, sehingga potensi calon tunggal tetap ada. 

Selain itu, kemenangan kotak kosong menimbulkan implikasi hukum berupa 

pemilihan ulang, penunjukan pejabat sementara, serta potensi ketidakpastian hukum 

terkait status pencalonan dan tata waktu pemilihan ulang. Dari perspektif demokrasi, 

kotak kosong memang menjaga hak rakyat untuk menolak calon tunggal, tetapi belum 

menghadirkan kompetisi politik yang ideal karena keterbatasan pilihan kandidat. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 

penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menjaga hak politik warga negara, 

namun belum komprehensif dalam menyelesaikan akar masalah dan konsekuensi 

lanjutannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum Pilkada yang lebih 

menyeluruh, khususnya terkait sistem pencalonan, ambang batas, penguatan partai 

politik, serta pengaturan pasca kemenangan kotak kosong agar tercipta kepastian 

hukum dan kualitas demokrasi yang lebih baik. 
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AZHARI, FADLI. 2026. Problematika Pengaturan Kotak Kosong Dalam 
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: Dr. Lies Ariany, S.H, M.H. 144 halaman. 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci: calon tunggal, kotak kosong, pemilihan kepala daerah, Mahkamah 

Konstitusi, demokrasi, hak politik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kotak 

kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai konsekuensi yuridis dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan 

legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui 

penyediaan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan 

kotak kosong merupakan bentuk perlindungan hak politik warga negara dalam 

menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, pengaturannya masih 

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme apabila kotak kosong 

memperoleh suara lebih banyak daripada calon tunggal. Kondisi tersebut berpotensi 

menimbulkan kekosongan pemerintahan, pemborosan anggaran, serta lemahnya 

kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih 

komprehensif agar pengaturan kotak kosong tidak hanya menjadi solusi prosedural, 

tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, dan 

penguatan demokrasi substantif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. 
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ABSTRACT 

Keywords: single candidate, empty box, regional head election, Constitutional Court, 

democracy, political rights. 

 

This study aims to analyze the legal problems concerning the regulation of the 

empty box in Regional Head Elections as a juridical consequence of the Decision of 

the Constitutional Court Number 100/PUU-XIII/2015. The decision granted legitimacy 

to the implementation of regional head elections with a single candidate pair by 

providing an empty box as an alternative voting option for citizens. This research 

employed normative legal research using statutory and case law approaches. The 

findings indicate that the existence of the empty box constitutes a form of protection of 

citizens’ political rights in upholding the principle of popular sovereignty. 

Nevertheless, its regulation still creates legal uncertainty, particularly regarding the 

mechanism when the empty box obtains more votes than the sole candidate. This 

condition may lead to governmental vacancies, budget inefficiency, and weakened 

local democratic quality. Therefore, a more comprehensive regulatory reform is 

required so that the empty box arrangement serves not merely as a procedural solution 

but also ensures legal certainty, effective regional governance, and the strengthening 

of substantive democracy in Indonesia’s regional election system. 
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